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BaB III
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIEL

R, latar Belakang timbulnys sistem pemerintahan presi=

densiil y
Sistew peneridtanagn ini, "lanhir dan bercewbang

pertaua sall di Ameriaa serinat, . dikarenaksn ragyat
Asering cemuanya sa:zl‘.a meinbhencl teraadap Lemerintahan
roga Geovrde Bl Iy seningga weresa Lidag @efdghendaki ben
Lud pegdid Mollorcnie dan untuxk mewd juiddan gfemerdesaans-
nys dari jengarud Inggris, mosa weresa levin suks we-
nEldutl jejea bontes juleu yang wengadexan pemiséhan Ke

Aldsaal ; Yol Eh

Vo ben wio @il SOOESERL 1T yan. diyuEaaEs oten Cppres

o lteddiri dari parlewnen dan senat,

Pe keRuannan Lasekut L  audNaEperan,, olel presiden,
T edwassen Yoo besidl yang (‘liiut-_:.__',uh'_ olen SHprese
Couart ( Mon. Kusnarai, g.i. Harmily Ibrauim, SaHs

1988 ¢ 17T ).
v

Nengan adanya pémisanun Keduasaan tersebut,maké
tigud ads geunungrinan kexuasaan yang satu melebihi ke-
nudsgsa jalg lainnya, malan ualaw pragtes penyelengga-
' raan negara retiga vadan tersebut dapat saling melaku-

Ran el Gwadali,

{
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Silzlem pengawasan yang dilaksanakan. sefta. dikenm

Geligran dalamn ketatanegarcan Amerixka Serikat ini dise-

val sistem " Cnecks and balance ", Maksud serta tujuan
PORCK Slstem pengawasan ini ialan agar kekuasaan keti-
¢d baduan tercevut selaludlglay xesduan seiwbang, teru-
tama xcadaan-kedaan @rtentlu., Jadi LE€ngawasan ter-

sebut tidaglah dilkakukan terus menerug, melainkan hew

nya dalauw geadean tertentu dan dipandang perlu, dengan

persetaan lain pengawasan tergebut bepsifat xasuistik

( Jueni S 1993 : 82 ).

£,

velik.anr pula jika kegnagasan yudixatif gan <eku

JegiStatil dipegang olen satu oradg atan satu

bl

ieNUags, w3kE semerdekasn perorangan #Mladys’ tergantung

Pata 000 ees AR, sewetiang-wenfif S et rarty con
trole ). caangedn Jika wedlat  an gud ikatbif lan kenua-
guuun egsedutlYl dljpusan. ol dRNSEE ‘rang atau satu lem
Gagin, Ka sSeory lasiuvasanicluasa wenjadi seorang

S 04 ),

dawelon Naning,

Jutgan demikian sistewm pemerintahan presidensiil
ini lanir dan berBembang pertama xali di Negara Aweri-

s Serlaut, Kafona negora tergetutlah yang pertaua

rall uweludsanagan sisten pengawasun yang disebut " Che

atid bulance " yaitu suatu bauan yang telah memegang

w8
Wk

sua bl dekuasaul tertentu dapat melakukan ‘pengawasan



atau cawpur tangan terhadap bauan yov~ lain yang telahn
weinesan,, sualu Kekuasaan yang lain dengan masnsud untuk
gembotosi keduasaan badan tersebut supajya tidak melam-
paul batas dekuasaannys atau tidak bertindak sewenang-
wenang. Dengen demician kéRuacsan setiga badan terse -
but selalu dalasw «vadaan seimbanyg. Inilan ratio verts
wansud dan tujuan dilaxsunskannya sistem pengawasan "

Checks ane balsnee ™ ( Soenino, S«Heaed#933 3 33 ).

B. Pengegtian ©isten pemnerintagnan presidelistal

faltd-K4tas sistea pemerintzhan presidensiil, ter
diri-waritadate sisten, pemerintehan, dan preuvidensiil,
Sistewn beraytil suatu keseluruhan, terdiri dari bebera-~
pa veyg.anh yang wenpunyai hubun.apn Tungsionil baik anta
ra veglan-baglan maupun hubungan fargsionlil ternadap
Keselurunannys, sehin,ga fiubungan 1iu meniwvulkan sua-
tu getergsntungasn antara bagian~bagisn yang Jjika salah
catu baglan tiduxk bederjs oengan baik, axkan mempengaru
ni ﬁesélarunanuja itu, sedangkan «ata pemerintahan ber
arti segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam
menyelenpgparakan kesejahteraun rakyatnyes dan kepenting
an negnre gendiri; jedi tidak agiartikan sebagai peme -
rintan yang heaunya menjalankan tugas exksekutif gsa ja, me

lainsan juga meliputi tugos-tugss lainnya termasusk le-



gisclatif{ dan yudikatif, clen xarena itu membicarakan -
sisten pewerintanan adalan membécoraxan bagaimana pem-~

basian <ekuasaan serta huvungan antara lembaga-lembaga

piblis
negary yan wenjalankan kexuasaan negara igu, dalam ra

ko scpentingan rakyat (di0k. Kusnardi, S.H. Hermily

4 ‘ .

Toranim, 1938 & 171 ).

Svddagkan ate presidengiil sdalah peucrintshan
repnblic yang kKepald negsranya langiang wewimpin sabi-

net { AncodBENIeliono, 1983 3 700 ), i

s ENSingsat dapst Jiceludan valwapeRaZert ian
e LR N han preslioensi i adu Lan Merd ggan sdo-
tu pencri@Uiiey A Ltana dalon sistew tersGUUE Berusgsaan
et 1 L0 Lo INQUEISRE 1 v leh presiden,
C. wloien yemerintahgn Presidensiil

e

1. Presiden sebagal kepala Bisekutif
-
Delaw sisten pewmerintanan presidensiil ini, ke-
(nuroan 2avodatil dipgegan, ovlen presiden yangmenduduki
Jabtatan terscbut bukan secara turun teasurun akan teta-

b okl il AC@nan Tann Ltersenat Jderdgan Ccara dipilih oleh

i . .‘\L.‘j...l.'.J'.'!“g.'jj'.']t."..; %{qr‘;JQ:L '!:;‘:16-‘]!"1 Sara tefbafl_}“j;f(.
( pusir % oagpat O UEL 145 ). Dan juga pasal 7 nenga=

Lar tentung masa Jabatan bagl presiden dan wakil presi
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den selama masa lima tehun, dan sesudannya dapat dipi-
lih kembali. pigini tidak ditentukan untuk berapa kali
seorang itu dapat dipilih kembali menjadi presiden at-
au wakil presiden hanys ditetapkan untuk masa jabatan

yeitu lima tahun,

Menurut pasal 4 ayat 1 presiden memegang kekea-
Saan pemerintahan, artinys presiden adalah kepala keku

agaan eksekutif dalam negara,

Kekuasaan eksekutif mewpunyai dasar sendiri ya8
hi dipilin olen rakyat. Alat eksekutir bresiden menga-
ngkat kawan-kawan 8eKerjanya sendiri,. Pemimpin ﬁepar«
tewen-departemen pPemerintahan dan menteri-menteri ti-
dak bertanggung Jawab kepada. perwakilan rakyat welain-
kan kepada presiden, Presiden Sebagal kepala ekaskutif
tidak Pertanggung jawab kepada perwakilan rakyat dan
Juga presiden tidak dapat membubarkan perwakilan rak-

yat. ( Soetomo, S.H, 1991 : 120 ).

Sesuai dengan namanya, pauan ini mengeksekusilk-
an atau menjalankan Pemerintahan sesuai dengan aturan-
aturan yang telan ditetapkan. Dewssa ini cabang pemer-
intahan yang beraubungan dengan pelaksanaan pewmerinta-
han mekin penting peranannya, karena disawuping terdiri
atas ahli-ahli, Juga dapat berhubungan langsung dengan

masyarakat., Uengan demikian, exksekutif dipaksa harus



mengenali perkembangan dan mendengar kebutuhan riil ma
éyarakat, agar tidak ketinggalan dalaw hal tuntutan /
aspirasi masyarakat yang selalu berkemvang lebih pesat
dari'pada aturan-aturan. Segala peristiwa kongkrit ya-
ng perlu diselesaikan menantang ketrampilan eksekutif.

( Rusadi Kantraprawira, 1983 : 130 ),

Diatas telah dijelaskan bahwa presiden sebagai
bemegang kepala kekuasaan eksekutif adalah dengan cara
dipilin oleh Majelis Parmuayawarataﬂ‘nakyat, oleh karec
na itu seorang presiden harus menjalankan halman nega-
r'a wmenurut garis-garis besar yang telah ditetapkan ol-
eh Undang-undang Dasar atau oieh Majelis Permusyawara-
tan Rakyat. Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat ada-
lah lembaga yang tertinggi atau kedaulatan-kedaulatan-
yang dianut oleh Undang-undang Dasar 1945 adalah kedau
latan rakyat, sehingga Majelis permusyawaratan Rakyat
ini kecuali harus bersifat. Tepresensatif, ia juga seba
gail pengllmaam selurun raxyat Indonesia. Preslden yang
dipilih dan diangkat olehn Magells Permusyawaratan Rak
yatl kecuali is harus menjalankan garis-garis besar ha-
luan negara yang berarti ia harus menjalankan kehendak
Majelis Permusyawaratan Rakyat, ia be tunduk dan ber-
tanggung Jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat .

Presxden adalah " mandatarig *® Majelis Permusyawaratan



Rakyatl, yang berarti ia berwa jib men jalankan Ketetapan
ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan demi-
Kian presiden tidak " neben " akan tetapi " Untergeord
net " kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ( Soehino

S.H’ 199j : ‘}\.J1 )e

Sebagal kepala eksekutif presiden berhak untuk
mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (
pasal 17 ayat 2 ) dan menteri-menteri itu formil tidak
bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, akan
Jetapi tergantung kepada presiden ( pasal 17 ayat 1 Jia
Meskipun kedudukan para menteri negara tergantung kepa
da presiden, mereka itu adalah bukan sebagai Pegawai
tingg. biasa, sebab menteri-menterilah yang terutama
menjalankan pemerintanan dalauw praktek, Sebagai pemim-

pin Departewen, menteri uwengetahul seluk beluk mengen-

al lingkungan pekerjaannya. ( pasal 17 ayat 3 ).

Olen karcna itu menteri mempunyal pengaruh yang
besar terhadap presiden dalam menentukan politik nega-
ra yang menyang«ut Departemennya, Memang yang dimaksud
Kan ialah bahwa para menteri itu pemimpin-pemimpin ne-
gara. Untuk memetapkan politik pemerintahan dan koordi
nasi dalam pemerintanan hegara, para menteri bekerjasa
ma satu sams lain seerat-eratnya dibawah Pimpinan pre-

giden. Bahkan dalam praktek pemerintahan timbul suatu



Keblasaan bauwa presiden meliwmpahkan sevagaian wewena-
ugnya Kepads wmenteri-menteri yang berbentux presedium-
atau lainnya yang nerupakan pembentu pimpinan dari

presiden. ( Urs. C.S.T. kansil, S.H, 1986 : 143 ).

Sebagal kKepala pemerintanan, presiden mempunyai

Kekuasaarn ansara lain &

1). Divideng pelaxsanaan Undang-undang | Bidang exksexu
tif )
a. Meneldpkan peraturan pewerintanan untuk wenjal-

ausan Undeng-undang,

0, Mengaugkat ean wewbernentikan uenteri-weuteri
nU__- _',3 I'ad «
C. Memegang Aekuasasn peumerittanan agnurut Udw,

wisalnya hienetapsan Keputusan presiden.

2). Diuvidang pewbenturkan Undan.-undan,, | Bigan, legis-
latit )
8. lewoeatuk Undang-undang uengan persetujuan DiR.
b. Menetapkan peraturan peuerintan sebagal penggan

ti Undang-undang ( perpu ).

3). Diviaang xehakiman ( Yudisatif ) wmemberi grasi,
amnesti, aoolisi, dan renavilitasi. { brs., C.S5.T .

Kansii, S.H, 1980 : 419 )

Jaal aengan demikian Jelas terlinat, presiden wme

53



pimpin pemerintahan, dibantu oleh seorang wakil presi-

den dan oleh menteri-menteri negara, dua macam pemban-

tu-pembantu presiden itu :

1.

Wakil presiden, Sesunggunnya kedudukan wakil presi-
den dibawan undang-undang Dasar 1945 adalah cukup
unlik., visatu pihak wakil presiden sebagai pembantu-~
presiden, dilain pihak wakil presiden tidak dipilih
oleh presiden tetapi vlen MPR. Sebagei pembantu pre
siden, maka tugas wakil presiden tergantung pada pr
esiden, namun presdden tidak dapat memescat secrang
wakil presiden walaupun mungkin dalam menjalankan -
tugasnya wakil presiden telah merugikan - Kedudukan
presiden. Karena itu dituntut adanya suatu kerjasa-
ma yan, narmonis antara presiden dan wakil presiden
( Moh. Kusnardi, s5.H, Hanmily lobrahim, S.H, 1988

201 ).

Para Menteri, Keduducan menteri adalah sudah jelas
tugasnya yaitu wemimpin atau mwengepalai Departemen-
departemen. Menteri ini menjalankan politik pemerin
tanan, mengkordinir tugas-tugas. Oieh karenanya pa-
ra menteri diangkat dan diberhentikan olenh presiden
make ia tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwa-
kilan Rakyat akan tetapi bertanggung jawab kepada

presiden,



Dalam sistem pemerintahan pregidensil ini pula
presiden tidak uapat membubarkan Dewan Perwakilan Rak-
yat dan tidak pula bertanggang jawab kepadanya, ia bu-
kan " diktator " artinya kekuasaan tidak tak terbatas,
disamping presiden bertanggung jawag kepada MPR. La
Juga harus memperhatikan sungguh-sunggull suara Dewan
Perwakilan Rakyat, aikarenskan kedudukan Dewan Perwaki

.
.lan Rakyat adalah kuat. Dan Dewan ini tiask bisa dibu-
barkan oleh presiden ( berlainan dengan sistem parlem-
enter ). Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan-
Rakyat semusnya merangkap menjadi anggota Ma jelis Per-
musyawaratan Rakyat, uleh karena itu Dewan Perwakilan-
Rakyat dapat senantiasa mengawasli tindakan-tindakan pr
.esiden dan jika Dewan menganggap bahwa presiden sung-
suh melanggar haluan Negara yang telah ditetapxan oleh
Undang-undang Usar atau oieh majelis  zpersgsyawaraian
Rakyai, maka majelis itu dapat diundang untuk persida-
ngan istimewa agar supaya bisa mints pertanggung jawa-
ban kepada presiuen. ( Prof, DR. M. Solly Lubis, S.H,
1992 ¢ 184 ).

)Kedudukan Dewan Perwalrilan Rakyat adalah kuat.
Dewan ini tidak dapat dibubarkan olsh presiden, maxa
yang dibekukan adalah tugas-tugas anggota Lewan Perwa-
kilan Rekyat, artinya anggota Dewan Perwakilan ‘Rakyat

tak bolenh menghadiri rapat jadi ontnemen adalah tugas



anggotanya, bukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lem-

Baga. ( Prof. Dr. Ismail Suny, S.H. M.C.L. 1981 :221).

Diatas telah dijelaskan bahwa presiden tidak be
rtanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, .L«akan
tetapi presidenm bertanggung jawab kepada Majelis Permu
syawaratan Rakyat, sebab menurut pasal 6 ayat 2 UuD
1945 menyatakan bahwa yang berhak mengangkat, memilih,
dan memberhentikan presiden adalah ditangan Majelis
Permusya.aratan Rakyat, jadi dengan demikian .tapggugg
Jawab presiden hanya kepada Majelis Permusyawaratan Ra

kyat bukan kepada Dewan Perwakilen Rakyat,

Walaupun presiden tidak bertanggung jawab pada
Dewan Perwakilan Rakyat tidaklah berarti presiuen da-
pat mengesampingkan Dewan Perwakilan Rekyat, dalam pe-
nyelenggaraan pemerintahan, karena Dewan Perwakilan Ra
kyat mempunyai beverapa fungsi untuk memperlancar tu-
g8s presiden, terutama membentuk Undang-undang ( gest-
zgebung ) dan menetapken anggaran belanja naéara ( sta
at begrooting ). Olen xarena itu presiden harus beker-
Jasama dengan ﬂewaé Perwakilan “akyat.“( Dasril Radjab

S.H, 1993 : 81 ) &

Walaupun presiden tidak bertanggung jawab Kepa=-
da Dewan Perwakilan Rakyat, namun presiden wajib mem=

perhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rak-



yat, karena jika suara-suara dari vewan Perwakilan wxak
yal menyatakan keberstan-keberataunya terhadap menteri
yang dianggap gagal atau tidak mampu iagi dalam menje-

lankan tugasnya, maka sebaiknya presiden mempergunakan

wewenangnya untux memberhentikan menterinya Sebagaima-

na mestinya. Akan tetapi sebaiknya juga tidak dibenar-

xan, jika pihak Dewan Perwakilan Kakyat bersikap meng
hamovat kebijaksanaan yang harus dilakukan oleh presi-
den, seningga merug.ikan Jalannya pewerintahan., ( Moh,

Kusnardi, S.H, Harmily Ibrahim, S.H, 1988 % 217 .

Dewan Perwekilan Rakyat yang anggotanya sebagi-
an adalah anggota rmajelis Permusyawaratan Rakyal yang

melaksanakan fungsinya yang harus diperhatikan oleh

preside:n sebagaimana yang telan ditentukan dalam pasal.

7 rap MPR NO.¥I/MPK; 1973 menentukan sebagai berikut :

a. UpPR yang seluruh anggotanya adalan Mayjelis verkewa=
Jibau scnantiasa mengawasi bLindaKan-tindakan presi-
den dalawm rangxa pelaksanaan Haluan Negara,

b. Apabila DPR menganggap pPresiden sungguh-sungguh me-
langgar Haluan Negara, maka DPR menyampalkan wmemor-
andum untuk mengingatkan presiden.

€. Apabila dalaw waktu (3) bulan tidak mempernatikan -
memorandum DPR tersebut dalam ayat 2 ayat ini, maxka

DPR mengampaikan memorandum yang kedua.

7



d., Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedu
a tersebut pada ayat 3 pasal ini, tidak diindah kan
oleh presiden, maka UPR dapat meminta pertanggungan

jawab presiden. ( Dasril Radjab, S.H, 1993 : 81 ).

Dari uraian-uraian diatas, maka jelaslah bhhwa
presiden narus mempertanggung jawabkan tentang tugas-
nya dihadapan MPR dan bukan mempertanggung jawabkan se
gala tugasnya péda DPR. Meskipun demikian presiden ha-
rus bekerjasama dengan DPR, karena dengan adanya fung-
si yang dimiliki oleh DPR tersebut diatas akan sangat
mempengarunl sukses dan tidaknya presiden dalam wmeme-

gang dan menyelenggarakan pemerintahannya.

Didalam sistem pemerintahan presidensil ini, pu
la terdspat hubungan timbal balik yang erat antara ke-
kuasaan eksekutif ( presiden ) dengan kekuasaan legis-
latif ( Dewan Perwakilan Rakyat ), terutama dalam tu-
-§as yang menyangkut masalsh Undang-undang den penetap-

an anggaran pendapatan dan belanja negara ( RAPBN ).

Pada dasarnya Dewan Perwakilan Rakyat dengan pr
esidén adalah merupakan dua lembaga yang berlainan, ak
an tetapi dalam tugas legislatif kedua lembaga terse-
but wmempunyai tugas yang sama terutama dalam Undang-
undang dan menetapkan anggaran .4 pendapatan dan be~

lanja negara. Sesudah Dewan Perwakilan Rakyat bersama

v
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presiden menetapkan Undang=-undang serta anggaran pén-
dapatan dan belanja negarg, maka dalam pelaksanaan se-
lanjutnya oleh presiden ( pemerintah ), Dewan Perwaki
lan Rakyat berfungsi sebagal pengawas térhadap pemerin
fah. Jika dalam tugas pengawasan Dewan Perwakilan Rak-

yat menganggap, bahwa tindakan presiden sungguh-sungg-

uh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat
meminta pertanggungan Jawab kepada presiden. ( Moh.

Kusnardi, S.H, Harmily lbrahim, S.H, 1988 : 214 ).

Bentuk kerjasams antara presiden dan Dewan Per-
wakilan Hakyat dapat diartikan sebagal presiden tidak
boleh mengingkari pariner legislatirnya, Presiden ha-
Tus memperhatikan, mendengarkan, berkensultasi dalam
banyak hal dan narus memberikan keterangan--keterangan
gserta laporan-laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
dan meminta pendapatnya. ( Moh,. Kusnardi, S.H, Harmily

lbrahim, S5.H, 1986 : 216 ).

Sebagai partner legislatif dari presiden, Uewan
Perwakilan Kakyat memberikan persetujuan setiap pem-
oentukan Undang-undang ( pasal 20 ayay 1 ). Jika suatu
Tancangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan da-
ri Vewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak
boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakil-

an Rakyat masa itu ( pasal 20 ayat 2 ), Walaupun

-
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Undang-undang Dasar 1945 memberikan wewenang kepada pr
esiden untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai
penggaunti Undang-undang dalam hal ihwal kepentingan
memaksa ( pasal 20 ayat 1 ). Namun persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat tetap dimintakan sesuai dengan asas
demokrasi ( pasal 22 ayat 2 ) dan Jika persetujuan di
tolak Dewan Perwakilan makyat, maka peraturan pemsrin-

tah itu harus dicabut. ( pPasal 22 ayat 3 ).

Presiden kedudukannya adalah sejajar dengan ve-
wan Perwakilan Rakyat, sebab presiden tidak bisa mem

bubarkan Uewan Perwakilan Rakyat dan sebaliknya sebuah

rancangan Undang-undang oleh presiden bhisa tidak dise-

tujui clen Dewan Perwakilan Rakyat, Dilain pihak presi
den berhak untuk tidak mengesahkan sebuah rancahgan Un
dang-undang yang sudah disankan oleh Dewan Perwakilan-~
Rakyat. Hanya yang terakhir ini, terdapat perbatasan 5
tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan
Perwakilan Rakyat pada masa itu. Apabila dalam masa pe
Irsidangan yang lain uiajukan‘lagi. dan tentunya ini bo
leh, bagaimana apabila keadaannya sama, Artinya presi
den juga tetap tidak mengesankannya, dalam hal ini ter
lihat, secara tidax langsung presiden mempunyai hak ve
to terhadap Rancangan Undang-undang. ( Moh. Tolchah

mensur, 1983 : 190 ).



Selain dari pada itu juga dirasakan sangat meru
glkan jalannya pemerintahan, apabila Dewan Perwakilan-
Hakyat mengadakan " Inlijdelijk verzet » misalnya deng
an tidak menyetujui anggaran negara yang méninokat da-
lam xeadaan yang Sangat diperluxan. Jika presiden ber
sitegany tidak mau mendengarkan suara Dewan Perwaxilan
Rakyat yang telah diberikannya secara tulug inlas,maka
sebagal jalan keluarnya Majelis harus segera memberi-
Kan keputusannya dan ternadap keputusan Me jelis Permu-
Syawaratlan Hakyat ini presiden secara lmperati{ harus

melaksanakannya. ( Drs. C.S8.7. Kansil, S,H, 1986 :145)

Diatas telah dijelaskan bahwa presiden tidak da
pat memoubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, sebaliknya
Uewan Perwakilan Kakyat pun tidak mempunyai hak untuk
membubarkan presiden, Dewan Perwakilan Rakyat bisa sa-
J8 memberikan pendapatnya untux diajukan Kepads Maje -
lis Permusyawaratan Rakyat. Olei karena itu kKedudukan
presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah sederajat,
kepada presiden pun narus pula diberi nas untuk Juga
mengundang Majelis Permusyawaratan Rakyet untuk memper
timbangkan atau untuk minta " pengaailan " tentang
Tencananya-rencananya yang telah ditolak oleh Dewan Pe
rwakilan Rakyat. Dalam hal ini terdapat suatu Kkonsek-
wensi presiden harus mengundurkan diri. Tetapi Majelis

Permusyawaratan Rakyat bisa saja memberikan Keputusan



lain hal ini tergantung Juga kKepada presiden. ( Moh,

Tolchah Mansur, S.H, 1983 : 190_).

 Dalam melaksanakan Undang-undang yang dibentuk
oleh presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat, oleh uUUD
1945 kepaa presiden diberikan kewenangan untuk memetap
kan peraturan pemerintah guna melaksanakan Undang-
undang sebagaimana mestinya. Hal ini tidak mungkin ba-
81 presiden menetapkan peraturan pemerintah sebelum
ada Undang-undangnya, Sebaliknya suatu Undang- undang
tidak beraku efektif, tanpa adanya peraturan pemerint-

ah. ( Dasril Radjab, S.H, 1993 : 30 ¥

Pada dasarnya lembaga legislatif adalam lembaga
yang paling berkuasa dan memegang keidaulesan dalam sua

tu negara, namun dalam kenyataannya lembaga legislatif

pPun banyak tergantung dengan peranan ekgekutif, misal.

nya dalam pelaksanaan pemilu, pengesanan Rancangan Un-

dang-undang,

Oleh karena itu lembaga legislatif dengan lemba
ga eksekutif harus mengadakan hubungan timbal balik ,
terutama dalam nal yang menyangkut masalah peraturan -
pemerintah dan Undang~undang. Karena Undang-undang me-
rupakan susber hukum dari hukum tata negara, maka deng
an demikian pemerintah yang fungsinya untuk melaksana-

kan undang-undang adalan Juga sumber hukum tata negara



Oleh karenanya, maka kedua lembaga tersebut c¢idituntut
untuk saling bekerja sama dalam menata Undang- undang
dan peraturan pemerintah, karena keduanya adalah meru-
pakan sumber uukum tata negara. Agar dapat tercapai tu

Juan aarl penyelenggaraan pemerintahan negara republik

Indonesia.

2. Vewan menteri dalam kabinet presidensil

Dalaw sistem pemerintahan ini, wenteri-menetri-
diangkat oleh presiden sebagai kepala eksexutif. Dan
pengistilahan menteri disini ialah dipergunakan untuk
menyebut menteri negara sebagai kepala Departemen, jadi
" bukan yang dimaksudkan dengan menteri tanpa porfolio,
meskipun dapat juga menteri tanpa porfolio. ( pasal 17

ayat 3 ),

Sebagai pemimpin Departemen, menteri mengetanui
seluk beluk hal-ual yang mengenai lingkungan pPekerjaan
nya. Berhubung dengan itu menteri mempunyai pengaruh
besar, terhadap presiden dalam menentukan politilk nega
Ta yang mengenai Departemennya. Memang yang dimaksud
kan ialah para menteri, itu pemiwpin-pemimpin negara.

( Soenino, S.H, 199% : 101 i

Jadi menurut Undang-undang Dasar kita, menterii



negara pada hakekatnya dapat uipandang sevagal seovrang
pegawai tinggi yang mengepalai suatu Depariemen pemeri
ntabhan meskipun ia tidak dapat dipandang sebagal pega-
wai tinggi biasa saja, tanggung Jjawab kepada presiaen
itu berarti, bahwa wenteri negara tidak dengan langsu-
ng dapat dituntut peptanggungan jawab kepada rakyat,
yang aiwakill Majelis Permusyawaratan Rakyat. ( Lr.

Moh. Teolchah Mansoer, 1983 & 14§ ).

Susunan yang demikian itu kedudukan paramenteri
negara seakan-akan kedudukannya ada dlluar badan-badan
terseput. Walaupun aemikian kelimatannya, akan tetapi
tidak boleh dilupakan, bahwa didalam prakteknya presi
den tidak dapat menjalankan segala pekerjaan legisla -
tif dengan Dewan Perwakilan Rakyat, apabila tidak
dibantu olen Menfﬁbi~mantsrinya. Jadi di dalam pemben-
tukan Undang-Undang bersama-sama dengan Dewan Perwakil
an Rakyat itu Menteri Negara bersangxkutanlah yang
segungguhnya harus berhadapan dengan Dewan  tersebut,

(Moh. Tolchah Mansoer, 1983 : 148).

A
e

Akan tetapi tanggung jawab tetap terletak pada
Presiden., Hal inilah yang tidak.memuaakan, karena
dengan cara yang demikian Presiden menjadi sangat mu-
dah dapat celaan. Sebab kalau seandainya seorang Mente

ri di dalam pekerjaannya terhadap Dewan .- Perwakilan

P



Rakyat kesalahan maka yang harus menanggung Jawab
kepada rakyat ( Majlis Permusyawaratan Rakyat ) bukan
lah Menteri itu, melainkan Presiden, Betul Presiden-
dapat menghentikan Menteri itu dari Jabatnnya, akan
tetapi hal peng demikian tidax akan menghilansan pe-
mandangan tidak baik ternadap Presiden yaung seolahn
olah menguper kesalahan Menteri itu. ( Dr. Moua. Tolch

ah Mansoer, 1983 ; 146 ).

Para Menteri tersebut secaraskeseluriyan.-.tgre
gahpng dalam Dewan Menteri yang merupakan anggzota
Kabinét., Jika kita melihat dari keterangan yang telah
terpampang di ates, make Kabinet itu disbut Kabinet
Presidensil, sebab tuges-tugas eksekutifnya dipertang

gung Jjawvabkan pada Presiden,

D1 sini Menteri-Menteri itu tidak dapat di -
Jatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Mentcri-Mentri
dalam jemis Kabimet yang demikian, memegang ~+BBranan
segagal pembantu Presiden, dan hanya bartanggungjawab
kepada Presiden atas tugas-tugas pembantuannya itu,
misalnya tanggungjawab‘selaku pemimpin bepartemen,
Adapun keseluruhan pelaksanaan tugas eksekutif, diper
tanggung jawabkan olsh President. Sebagaimana dijelas
ken dalam penjelasan Undang-Undang' 1945, Azaz yang

dianut di sini ialah "Theconcentrationc6f power ang



Responsibility upon the Presidnt" dengan pengertian-
tersebutl bahwa pemusatan kekuasaan dan tanggung jawab
ada ditangan presiden., ( Prof. DR. M. 50lly Lubis, S.H

1992 : 101 ).

Dengan demikian, maka para menteri itu tidak da
pat dijatubkan oleh Dewan Perwkilan Rakyat, meskipun
kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat 8eimbang dengan kedu
dukan presiden, sebab para menteri itu tidak bertang-
gung Jjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi
para msenteri tersebut bertanggung jawab kepada presi -
den, artinya kedudukannya tergantung Hepi pada presi-

den.

Meskipun para menteri itu Kedudukannya tergan-
tung dari pada presiden, akan tetapi para menteri ter
sebut kedudukannys adalah sebagai badan yang terutama
men jalankan kekuassan pemerintanan dan sebagali peumim -
Pin Departemen, ole.. sebab ita para menteri tidak da-

patl dianggap sebagai pegawai tinggi biasa.

Diatas telah dijelaskan bahwa para menteri itu
tidak dapat dijatuhkan dan diberhentikan Oleh Dewan
Perwakilan nakyat, akan tetapi sebagi konsekuensi yang
wajar ( logis ) dari tugas dan kedudukannya ditambah
pﬁla dengan penjelasan yang mengatakan bahwa presiden

narus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwa



kilan Hakyat maka para menteri juga tidak terlepas da-
ri keberatan-keberatan Dewan Perwakilan Rakyat yang
dapat mengakibatkan diberhentikannya para menteri. Su-
dah terang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak bolen
main mosi tidak percaya, melainkan secara serius harus
memberiksn pertimbangan kepada presiden dan sebalik -
nya presiden tidak boleh bersitegang tidak mau memper
hatikan suara Dewan Perwakilan Rakyat yang telah dibe-
rikannys dengan sungguh-sungguh berdasarkan alasan
yang obyextif. Hanya dengan pengertian yang wendalam
akan nal ini tidak kembali kepada wmosi-moSian ala libe
larisme, tetapi juga tika akan terjerumus delam tangan

besl seorang diktatot. { Drs. C.S.T. Kansil, S.H, 1986

142 ).

Sebagal seorang menteri yang memimpin sustu ba-
gian pemerintahan yang berbentux Departemen atau
suatu bagian yang tidak berbentuk Departemen, pada

pekoknya menterli mempunyai tugas, yaitu :

1. Menetapkan kebijaksanaan pesitif untuk bagian peme
rintahannya atau Departemen pemerintahannya dengan
mengindankan kebijaksanaan pemerintahan yang dite-
tapkan oleh presiden/perdana menteri dan kebijaksa-

nean politik yang ditetapkan cleh wakikz. ' mentei

pertama yang bersaungkutan,



2.

Memimpin dan mengkoordinir kuasa menteri ( pemban-
tu ) menteri = sekretaris menteri yang membantu men
teri dalam menunaikan tugasnya sehari-hari/routinef
administratif,

Mengelesaikan pekerjaan-pexer jaan lain yang ditugas
kan olen presiden/perdana menteri atau menteri atau
wakil pertama kepadanye |( tugas knusus ), Semua
pnubungan antara presidsen dan paré meunteri begitu pu
la antara para menteri baik secara bersecrangan mau
pun dengan surat menyurat harus dilakukan dengan
mengindaikan garis-garis hierarki yang berikut
a. Presiden/perdana menteri

b. Menteri pertama

c. wampa ( wakil menteri pertama ).

d. menteri. ( Drs, ¢.S.T. Kansil, S.H, 1986 : 467).

-



